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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat di pulau lombok berdasarkan data yang terdapat di website.
Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif Kuantitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu menggunakan pertanyaan tertutup yang berisi tentang pernyataan yang diisi langsung oleh peneliti
dengan panduan yang telah ditetapkan dengan 70 sampel. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan berdasarkan ISAK35. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas LSM di Pulau
Lombok sebesar 2,8% dengan tingkat interval akuntabilitas sangat kurang. Sedangkan berdasarkan ISAK 35 pada
posisi laporan keuangan LSM, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan
perubahan arus kas dan CALK terdapat pada angka 0% karena belum ditemukan lembaga yang membuat laporan
keuangannya berdasarkan ISAK 35 di websitenya. Tetapi jika dilihat akuntabilitas berdasarkan program atau pada
tingkat dimana masyarakat mampu merasakan manfaat dari program yang dimiliki LSM berdasarkan website
resmi dari LSM maka sudah ditemukan beberapa foto ataupun dokumentasi bahkan artikel yang memuat berita
tentang pengabdian maupun layanan LSM dalam masyarakat menunjukkan bahwa LSM sudah akuntabel dari segi
akuntabilitas programnya. Transparansi LSM di pulau Lombok berdasarkan hasil penelitian berada di tingkat
cukup kurang karena hanya 22 dari 70 LSM yang memiliki website resmi yang berfungsi untuk menunjukan segala
aktivitas di LSM tersebut. Dimana angka yang ditemukan yaitu pada jumlah 31%, berdasarkan angka ini dapat
diperoleh kesimpulan bahwa LSM lebih fokus terhadap keterbukaan program dibandingkan dengan
pertanggungjawaban atas laporan keuangannya.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, LSM

ABSTRACT

This study aims to find out how big the level of accountability and transparency in the financial
management of Non-Governmental Organizations on Lombok Island is based on the data contained on the website.
The type of research used by researchers is descriptive quantitative. Where the data collection technique used is
using closed questions which contain statements filled directly by the researcher with guidelines that have been
set with 70 samples. The data processed in this study are financial statements based on ISAK35.The results of this
study can be concluded that the accountability rate of NGOs on the island of Lombok is 2.8% with a very low
level of accountability intervals. Meanwhile, based on ISAK 35 in the position of NGO financial statements,
comprehensive income reports, net asset change reports, cash flow change statements and CALK is at 0% because
no institution has found that has made its financial statements based on ISAK 35 on its website. However, if you
look at accountability based on the program or at the level where the community is able to feel the benefits of the
program owned by the NGO based on the official website of the NGO, then several photos or documentation have
been found and even articles containing news about the service and service of NGOs in the community show that
NGOs are accountable in terms of program accountability. The transparency of NGOs on the island of Lombok
based on the results of the study is at a fairly low level because only 22 out of 70 NGOs have an official website
that serves to show all activities in the NGO. Where the figure found is at 31%. Based on this figure, it can be
conclude that NGOs are more focused on program transparency than accountability for their financial reports.
Keywords: Accountability, Transparency, NGOs
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PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (NonGovernmental Organization) merupakan lembaga
atau organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan dari
kegiatannya. Sebagaimana Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 8 tahun 1990 tentang
pembinaan LSM, yang dimaksud LSM adalah sebuah lembaga/organisasi nonpartisan yang
bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai
wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat indonesia yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya (Boediningsi et al.,
2022). Terciptanya sebuah LSM yang sehat, tentunya harus memiliki akuntabilitas dan
transparansi dalam segala bidang, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Pengelolaan
keuangan merupakan kegitan mengelola keuangan yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam hal pengelolaan
keuangan, disebabkan karena banyaknya sumber pendanaan lembaga LSM, diantaranya berasal
dari lembaga donor, sumbangan dan hibah dari pihak tertentu. Pihak donatur biasanya
mensyaratkan adanya pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
dalam bentuk laporan keuangan. Sama hal nya dengan organisasi nonprofit lainnya, Lembaga
Swadaya masyarakat juga menstandarkan Laporan keuangannya yang didasarkan pada
Interpretasi Standar akuntansi Keuangan (ISAK) 35. IAl menyatakan bahwa ISAK 35
merupakan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba efektif untuk periode tahun
buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2020 (Shoimah et al., 2021).

Akuntabilitas dalam hal ini dapat kita artikan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik
dari segi vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas vertikal sebagai bentuk tanggung jawab
kepada atasan sedangkan horizontal bentuk tanggung jawab kepada publik dan bersifat
transparan dalam segala bidang. Maka walaupun akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal
yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan (Saputri, 2020). Pelaksanaan kegiatan LSM
merupakan bukan bagian dari kegiatan pemerintahan, akan tetapi pelaksanaannya memiliki
keterkaitan dengan program pemerintah yaitu dalam APBN maupun APBD. Meskipun LSM
telah menjamur di lingkungan masyarakat, akan tetapi banyak pula masyarakat umum yang
kurang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan LSM selama membuat pertanggung jawaban hanya
membuat kepada donatur tanpa melibatkan masyarakat (Zubaedi, 2013).

Lombok merupakan sebuah pulau yang berada di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa
Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali sebelah barat dan Selat Alas di sebelah
timur dari Sumbawa. Pulau Lombok yang di kenal dengan Pulau Seribu Masjid tentunya
memiliki karakteristik yang khas sehingga diberikan gelar tersebut. Karakter panutan dalam
masyarakat pulau Lombok salah satunya dengan struktur masyarakat yang dipimpin atau yang
dipengaruhi lebih bnayak oleh kiyai dan tuan guru, dengan tipikal ini menimbulkan masyarakat
lombok yang religius bahkan rasa simpati dan rasa sosial masyarakat pulau lombok masih
sangat tinggi (Ajim, 2015). Hal ini dibuktikan dengan jumlah LSM yang mencapai angka 234
serta organisasi masyarakat yang menjamur dengan tujuan yang sama dengan LSM yaitu
membantu masyarakat dalam mengatasi masalah. Namun terdapat beberapa kekurangan LSM
dalam hal pertanggungjawabannya atas dana publik, sesuai dengan observasi awal yang
dilakukan oleh peneliti, banyak LSM kurang memperhatikan pentingnya laporan keuangan
yang bisa mempengaruhi keputusan donatur dalam memberikan donasi, begitu juga dalam hal
keterbukaan, transparansi LSM masih dikatakan minim dikarenakan LSM terbuka hanya
kepada donatur dan tidak melibatkan masyarakat, kekurangan LSM ini juga disampaikan oleh
Fikri et al., (2010) bahwa akuntabilitas LSM masih lemah dikarenakan LSM hanya membuat
laporan keuangannya hanya kepada donatur.
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Kasus korupsi yang terjadi pada LSM pernah terjadi pada LSM GMBI (Gerakan
Masyarakat Bawah Indonesia yang terdapat di wilayah Lampung. Pada kasus ini Akmal Fathoni
yang menjabat sebagai kepala karang taruna Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai
tersangka oleh pihak Kejari Lamtim pada tanggal 23 September 2021. Akmal Fathoni di
masukan kedalam rutan dengan kasus korupsi dana hibah selama 1 tahun dengan melakukan
penggelapan laporan keuangan sebesar 100 juta (Yogi, 2021). Kasus yang sama terjadi pada
yayasan Lembaga Banten Muda Indonesia (LBMI), A. Faisal Taufik sebagai kepala yayasan
LBMI ditahan Kejati Banten dan diduga melakukan korupsi dana hibah sebesar Rp2 Miliar
pada tahun 2013 (Yandhi, 2015).

Akibat dari Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dari pihak SDM sebuah LSM
dapat dilihat dari dua kasus diatas. Hal ini dikarenakan personal yang terdapat di LSM tidak
menerapkan aspek-aspek dari akuntabilitas baik dalam hal transparansi maupun liability,
kurangnya kontrol atau pengawasan dari lembaga yang lebih tinggi dan responsibilitas dalam
melaksanakan tanggung jawab atau kepercayaan yang dilimpahkan kepada lembaga tersebut.
Maka dalam hal ini penting sekali setiap lembaga menerapkan prinsip-prinsp akuntabilitas dan
transparansi agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan mengingat amanat besar yang
dititipkan oleh donatur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan jasa
yang ditawarkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka
peneliti ingin mengungkapkan sejauh mana tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan data website.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif, dengan kata
lain penelitian kuantitatif yakni penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana
data diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis
statistik. Menurut Fitriyah et al (2021) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan semua
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di wilayah pulau Lombok yaitu sebanyak 234
Lembaga Swadya Masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu
menggunakan tekhnik probability sampling. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan
dijadikan sample yaitu dibagi secara proporsional setiap kabupaten/kota sebanyak 14 LSM
sehingga diperoleh sample sebanyak 70 LSM yang berada di wilayah pulau Lombok. Menurut
Ghozali dalam Bandariy (2011) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik
deskriptif memberikan gambaran secara umum atau di kenal dengan bersifat generik. Statistik
generik ini memiliki fungsi untuk mereduksi data atau menyederhanakan data agar mudah
diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Mean untuk perhitungan
hasil pengolahan data.

Menurut Augustine (2011) Mean atau rata rata (X) merupakan penjumlahan seluruh
nilai (3 X) dibagi dengan jumlah nilai seluruhnhya (N). Mean atau nilai rata-rata dicari sebagai
nilai perwakilan dari jumlah sample. Untuk mencari rata rata populasi, maka pada pada
rumusnya X diganti menjadi 1. Untuk mean data berkelompok rumusnya sebagai berikut:

FX
m =22
n
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Tabel 1. Kriteria Akuntabilitas

Persentase Keterangan
0%-20% Sangat kurang
21%-40% Kurang
41%-60% Cukup
61%-80% Baik
81%-100% Sangat baik

Sumber: (Fitriyah et al., 2021)

PEMBAHASAN

Lombok merupakan sebuah Pulau yang berada di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa
Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali sebelah barat dan selat alas di sebelah
timur dari Sumbawa. Pulau Lombok terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota diantaranya
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kota
Mataram. Beragamnya masyarakat Pulau Lombok membuat Pemerintah sulit untuk
mengekesplor kebutuhan masyarakatnya secara mendalam. Mengingat begitu kompleksnya
permasalahan di masyarakat, maka hal inilah yang melahirkan LSM yang bergerak dalam
bidang menswadayakan masyarakat untuk saling membantu maupun merangkul dalam segala
aspek, baik dari segi sosial, kesehatan, maupun ekonomi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan pertanyaan tertutup
yang berisi tentang pernyataan yang diisi langsung oleh peneliti dengan panduan yang telah
ditetapkan. Sumber informasi yang digunakan peneliti berasal dari website LSM yang
bersangkutan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 70 LSM. Penelitian ini
mencakup dua aspek dalam akuntabilitas keuangan yaitu keteraksesan

laporan keuangan dan Kketersediaan laporan keuangan, sedangkan aspek dalam
transparansi yaitu apabila LSM memiliki website. Keteraksesan informasi keuangan dalam
LSM pada website resmi masing-masing didefinisikan dengan tingkat kemudahan pengguna
dapat menemukan dan melihat laporan keuangan di website LSM. Indikator yang digunakan
peneliti untuk mengukur keteraksesan informasi keuangan pada LSM dengan menggunakan
variabel dummy yaitu apabila LSM memiliki website akan diberi nilai 1 jika tidak maka akan
diberi nilai 0.

1. Akuntabilitas
Akuntabilitas Financial merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam hal dana publik, setiap pendapatan yang didapatkan oleh LSM baik yang
bersumber dari pendapatan terikat maupun tidak terikat harus dialokasikan sesuai dengan
perencanaan kegiatan yang ditentukan sebelumnya, dan harus dituangkan dalam Laporan
Keuangan sebagai bentuk pertangunggjawaban financialnya. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan ketersedian Laporan Keuangan berdasarkan ISAK 35 sebagai pengukuran
akuntabilitas financial Lembaga Swadaya Masyarakat yang tersedia di website.
(1) Ketersediaan laporan keuangan
LSM dikatakan akuntabel apabila mampu mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan oeprasional maupun financialnya ke publik, salah satunya yaitu dengan memiliki
laporan keuangan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan di dalam website, hanya
LSM Transform Indoesia dan Yayasan Peduli Anak yang memiliki laporan keuangan di
akun resminya, perhitungan Mean atau nilai rata-rata dari 70 LSM sebagai berikut:
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_YFX
N n

M

2
M =—x100% = 2,859
70x 00% ,85%

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh dari 70 LSM yang ada di Pulau Lombok nilai
mean sebesar 2,85%, sisanya 68 LSM belum memiliki Laporan Keuangan pada akun

websitenya.
Tabel 2. ketersediaan Laporan Keuangan
No Ketersediaan Jumlah Persentase
ketersediaan
1  Tersedia 2 2,85%
2  Tidak Tersedia 68 97,15%
Jumlah 100%

(2) Laporan posisi keuangan

Kegunaan dari posisi laporan keuangan yaitu untuk membaca dengan jelas
bagaimana posisi aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu laporan keuangan dalam
periode yang sudah di tentukan. Dengan membaca posisi laporan keuangan, hal ini bisa
menjadi bahan tolak ukur untuk menentukan langkah selanjutnya bagi LSM. Sebagaimana
yang kita ketahui bahwa LSM adalah lembaga non profit yang bergerak di bidang jasa
untuk melayani masyarakat, maka posisi laporan keuangan memberikan manfaat sebagai
penilaian kemampuan organisasi dalam mengolah aktiva

Tabel 3. Ketersediaan Laporan Posisi Keuangan

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersedian

1 Tersedia 0 0%
2 Tidak tersedia 70 100%
Jumlah 100%

Dalam penelitian ini belum ditemukan Lembaga yang membuat laporan posisi
keuangannya. Namun dari 70 sample LSM ditemukan satu lembaga yang membuat laporan
posisi keuangan yaitu Yayasan Peduli Anak, hanya saja dalam pelaporannya, Annual
Report YPA pada tahun 2021 masih menggunakan PSAK 45 dan belum menyesuaikan
dengan pelaporan entitas berorientasi nonlaba terbaru yaitu menggunakan ISAK 35.

(3) Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan Penghasilan Komprehensif di dalam ISAK 35 dijelaskan bahwa entitas
berorientasi nonlaba dapat menyesuaikan deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan
itu sendiri, artinya laporan keuangan disesuaikan dan fleksibel sepanjang penggunaannya
mencerminkan fungsi yang sesuai dengan isi laporan keuangannya (Safitri et al., 2022).
Laporan penghasilan komprehensif berisi pendapatan dan beban dari lembaga, laporan ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja LSM selama satu periode tertentu.

184



Qi

Vol. 3 No. 2 Juni 2023

Tabel 4. Ketersediaan Penghasilan Komprehensif

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersediann

1 Tersedia 0 0%
2 Tidak 70 100%
tersedia
Jumlah 100%

Dari data website 70 LSM yang ada di Pulau Lombok, belum ada lembaga yang
membuat laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Namun ditemukan hanya satu yang
memiliki pertanggungjawaban atas laporan keuangannya yaitu Yayasan Peduli Anak,
dalam laporan keuangannya, yayasan peduli anak masih menggunkan PSAK 45 vyaitu
berupa Statement of Activities atau laporan aktivitas.

(4) Laporan Perubahan Aset Netto

Laporan Perubahan Aset Netto dalam ISAK 35 sangat penting bagi laporan
keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga nonlaba lainnya, karena bertujuan
untuk melihat saldo akhir dari aset netto yang didapat dari total asset netto tanpa
pembatasan ditambah dengan surplus/defisit dan total aset netto dengan pembatasan
(Safitri et al., 2022).

Tabel 5. Ketersediaan Laporan Perubahan Netto

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersediann

1 Tersedia 0 0%
2 Tidak tersedia 70 100%
Jumlah 100%

Dari 70 LSM yang ada di Pulau Lombok, belum ditemukan Laporan Perubahan Asset
Netto dalam websitenya.

(5) Laporan Arus Kas
Adanya Laporan arus kas berfungsi sebagai penyedia informasi mengenai
pengeluaran maupun penerimaan arus kas baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi,
dan aktivitas pendanaan dalam suatu periode (Nainngolan, 2007).

Tabel 6. Ketersediaan Laporan Arus Kas

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersediann

1  Tersedia 0 0%
2  Tidak tersedia 70 100%
Jumlah 100%
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Dalam penelitian ini belum ditemukan Lembaga yang memiliki Laporan Arus kas
pada laman websitenya.

(6) Catatan A/LK
CaLK atau Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang
penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan di dalam laporan keuangan, CaLK memuat
penjelasan tentang profil entitas, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lainnya
(Safitri et al., 2022).

Tabel 7. Ketersediaan CaLK

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersediann

1 Tersedia 0 0%
2 Tidak tersedia 70 100%
Jumlah 100%

Peneliti juga belum menemukan adanya Catatan atas Laporan Keuangan pada
website masing-masing LSM. Kesimpulan yang diperoleh dari Akuntabilitas financial
LSM di Pulau Lombok dengan pengukuran Ketersediaan Laporan keuangan pada website
LSM vyaitu sebesar 0,285%, sedangkan penyajian Laporan Keuangan dalam ISAK 35
masih 0%, dari 70 LSM hanya dua yang memiliki Laporan Keuangan di websitenya yaitu
Transform Indonesia dan Yayasan Peduli Anak. Namun bukan hanya melihat dari 2 LSM
tersebut, 68 sample LSM dalam penelitian ini belum mengupload Laporan keuangannya
di akun resmi masing-masing LSM, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ketersediaan
laporan keuangan sebesar 2,85% dan nilai laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yaitu
sebesar 0% jika dikaitkan dengan kriteria akuntabilitas pada tabel 3.3 berada pada interval
0%-20% yang menunjukkan akuntabilitas dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Pulau
Lombok masih sangat kurang.

2. Transparansi Program

Transparansi dapat kita artikan sebagai memberikan informasi baik informasi keuangan
maupun informasi non keuangan kepada masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan dari
laporan keuangan tersebut salah satunya adalah donatur kalau bagi sebuah LSM. Dengan
adanya transparansi maka pihak-pihak pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah
ataupun donatur dapat mengetahui informasi baik terkait aktivitas pengelolaan sumber daya
yang di miliki LSM berupa dana publik dengan berbentuk laporan keuangan ataupun aktivitas-
aktivitas yang lain. Transparansi memberikan akses kepaada pemangku kepentingan baik
berupa keterbukaan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
ataupun kebijakan.

Adanya transparansi dalam sebuah LSM dapat menjadikan LSM sebagai sebuah
lembaga yang terpercaya, dapat meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengelolaan
keuangan dana publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan website sebagai tolak ukur
bagaimana bentuk transparansi dari LSM, hal ini dikarenakan pada era modern ini teknologi
digital setiap informasi yang di butuhkan oleh publik dapat diakses dengan bantuan internet
yaitu website. Transparansi program LSM yang terdapat di Pulau Lombok berdasarkan data
yang digunakan sebanyak 70 sampel mendapatkan hasil yaitu:
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Tabel 8. Ketersediaan Transparansi

No Ketersediaan Jumlah Persentase
Ketersedian

1 Tersedia 22 31,4%
2  Tidak tersedia 48 68,6%
Jumlah 100%

FX

PP

n
22
M = %x 100% = 31,4%

Perhitungan di tabel 8. dapat di peroleh dari 70 LSM di Pulau Lombok ini mean sebesar
31,4% sisanya 48 LSM yang tidak memiliki website. Ini menunjukan bagaimana LSM belum
memiliki akses keterbukaan kepada masyarakat terkait setiap aktivitas yang di lakukan oleh
LSM. Kesadaran pengelola LSM dalam membuat akun resmi dari lembaga yang dikelola
merupakan faktor penting, hal ini di karenakan apabila memiliki sumber daya manusia yang
mumpuni akan tekhnologi maka akan mudah untuk membuat akun resmi website LSM.

KESIMPULAN

Desakan stakeholder atas pentingnya akuntabilitas dan transparansi, sesuai dengan
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana setiap
badan publik wajib memberikan keterbukaan infromasi menjadikan LSM harus melaksanakan
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dari
segi akuntabilitas laporan keuangan, angka akuntabilitas ketersediaan laporan keuangan pada
website sebesar 2,8%, sedangkan akuntabilitas Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35
sebesar 0%, karena belum ditemukan LSM yang membuat laporan keuangannya sesuai standar
terbaru ini. sedangkan transparansi program berada pada angka 31%. LSM lebih fokus terhadap
keterbukaan programnya dibandingkan dengan pertanggungjawaban atas laporan keuangannya
sehingga ada 2 kemungkinan yang dapat diambil kesimpulan dari angka ini yaitu:

1. LSMdi pulau Lombok tidak ingin mempublikasikan Laporan Keuangannya, karena LSM
merasa hanya perlu memberikan pertanggungjawaban atas keuangannya hanya kepada
donatur, walaupun terdapat regulasi UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik, LSM menganggap bahwa regulasi tersebut masih lemah karena tidak ada lembaga
yang menuntut dan mengawgawasi yang menimbulkan reward dan punishment. Regulasi
tersebut dibuat untuk melindungi hak masyarakat yang membutuhkan informasi laporan
keuangan pada LSM seperti calon donatur dan bahan penelitian.

2. LSM tidak membuat laporan keuangan yang akan dipublikasikan, hal ini dikarenakan
rendahnya sumber daya manusia LSM yang ada di Pulau Lombok. Sesuai dengan angka
harapan lama sekolah berkisar 5,95 tahun-12,69 tahun yang dapat kita artikan pendidikan
masyarakat pulau lombok hanya sampai jenjang SMA/MA sederajat, kemudian tidak ada
lembaga pendukung yang memberikan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan
dengan standar terbaru yaitu ISAK 35.
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